
BUPATI REJANG LEBONC
PROVINSI BENGKULu

TURAN BupATI EunAHG LEBONG
NOMOR     ?        TAIIuav2o22

TENTENG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI RE`JANG LEBONG
NOMOR  16 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN

KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN
DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAIIAN DALAM

KABUPATEN REUANG LEBONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI RELJANG LEBONG,

Menimbang          :   a.  bahwa  dalam  rangka  perluasan  dan  ketersediaan
lapangan   kelja  guna  mengentaskan     kelnisldnan
melalui    program-program    solutif    di    Kelurahan
eebagal  bentuk  pelaksanaan  Misi  ke-VIII   Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Rejang    Lebong    Tahun    2021-2026,    maka    perlu
adanya    prioritas    kegiatan    yang    dilaksanakan
terutama    di    bidang   pemberdayaan    masyarakat
Kelurahan;

b.  hahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagalmam
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Bupati
Rejang   Lebong   Nomor    16    Tahun    2019    tentang
Pedoman     Pelaksanaan     Kegiatan     Pembangunan
Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan
Masyarakat  di  Kelurahan  dalan  Kabupaten  Rejang
Lebong.

Mengingat 1.  Undang-Undang    Nomor   9    Tahun    1967    tentang
Pembentukan  Propinsi  Ben8kulu  (Lembaran  Negara
Republik     Indonesia     Tahun      1967     Nomor     19,
Tambahan   Lembaran   Negara   Republik   Indonesia
Nomor 2828) ;

2.  Undang-Undang   Nomor    17   Tahun   2003   tentang
Keuangan     Negara     (Lembaran     Negara     Repuunk
Indonesia    Tahun    2003    Nomor    47,    Tambahan
Ilembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3.  Undang-Undang    Nomor    1    Tahun    2004    tentang
Perbendaharaan  Negara  (Lemharan  Negara  Repuunk
Indonesia    Tahun     2004     Nomor     5,     Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



4.  Undang-Undang   Nomor   25   Tahun   2004   tentang
Sistem      Perencanaan       Pembangunan       Nasional
(I.embaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2004
Nomor   104,  Tambahan  I+embaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor 4421) ;

5.   Undang-Undang   Nomor    12   Tahun   2011    tentang
Pembentukan       Peraturan       Perundang-undangan
(I.embaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2011
Nomor   82,   Tanbahan   Lembaran   Negara   Republik
Indonesia Nomor 5234) ;

6.   Undang-Undang   Nomor   23   Tahun   2014   tentang
Undang-Undang   Nomor   23   Tahun   2014   tentang
Pemerintahan  Daerah     sebagaimana  telah   diubah
beberapa    kali,    terakhir    dengan    Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang   Nomor   23   Tahun   2014   tentang
Pemerintahan   Daerah   (Lembaran   Negara   Republik
Indonesia    Tahun    2015    Nomor    58,    Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

7.  Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun  1968 tentang
Berlakunya  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun   1967
dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun   1968
Nomor  34,   Tambahan   Lembaran   Negara   Republik
Indonesia Nomor 2854);

8.  Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan  Uang Negara/Daerah  (Lembaran  Negara
Republik     Indonesia     Tahun     2007     Nomor     83,
Tambahan   Lembaran   Negara   Republik   Indonesia
Nomor 4738) ;

9.   Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar  Akutansi  Pemerintahan  (Lembaran  Negara
Republik     Indonesia     Tahun     2010     Nomor     123,
Tanbahan   I+embaran   Negara   Republik   Indonesia
Nomor 5165) ;

10.Peraturan Pemerintah Nomor  12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan      dan      Pengawasan      Penyelenggaraan
Pemerintahan   Daerah   (Ifmbaran   Negara   Republik
Indonesia    Tahun    2017    Nomor    73,    Tambahan
I.embaranNegara Republik Indonesia Nomor 604 1 ) ;

11.Peraturan Pemerintah Nomor  17 Tahun 2018 tentang
Kecamatan   (Lembaran   Negara   Republik   Indonesia
Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6206) ;

12.Peraturan Pemerintah Nomor  12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan   Keuangan   Daerah   (Lembaran   Negara
Republik     Indonesia     Tahun     2019     Nomor     42,
Tambahan   Lembaran   Negara   Republik   Indonesia
Nomor 6322);

13.Peraturan  FTesiden  Nomor  16  Tahun  2018  tentang
Pengadaan   Barang/Jasa   Pemerintah   sebagaimana
telah  diubah  dengan  Peraturan  Presiden  Nomor  21
Tahun   2021    tentang   Perubahan   Atas   Peraturan
Presiden  Nomor  16  Tahun  2018  tentang  Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);



14.Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  80  Tahun
2015  tentang  Pembentuhan  Produk  Hukum  Daerah
(sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam   Negeri   Nomor    120   Tahun    2018    tentang
Peruhahan   Atas   Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum  Daerah  (Berita  Negara  Republik  Indonesia
Tchun 2018 Nomor 157);

15.Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  86  Tahun
2017    tentang    tentang   Tata    Cara    Perencanaan,
Pengendalian  dan   Evaluasi  Pembangunan   Daerah,
Tata  Cara  Evaluasi   Rancangari   Peraturan   Daerah
tentang    Rancangan    Peraturan    Daerah    tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah,
serta  Tata  Cara  Perubahan  Rencana  Pembangunan
Jan8ha   Panjang   Daerah,   Rencana   Pembangunan
Jangka    Menengah    Daerah,    dan    Rencana    Kelja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tchun 2017 Nomor 3112);

16.Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  130  Tahun
2018  tentang  Kegiatan  Pembangunan  Sarana  dan
Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat
di   Kelurahan   (Berita   Negara   Republik   Indonesia
Tahun 2019 Nomor 139);

17.Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  77  Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah   (Berita   Negara   Republik   Indonesia   Tahun
2020 Nomor  1781);

18.Peraturan   Daerah   Nomor   9   Tahun   2016   tentang
Pembentuhan    dan    Susunan    Perangkat    Daerah
Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana telah diubah
dengan   Peraturan   Daerah   Nomor   2   Tahun   2018
tentang  Perubahan Atas  Peraturan  Daerah  Nomor 9
Tahun   2016   tentang   Pembentukan   dan   Susunan
Peran8kat     Daerah     Kabupaten     Rejang     Lebong
(Lembaran  Daerah  Kabupaten  Rejang Lebong Tahun
2018 Nomor  133);

19.Peraturan   Daerah   Nomor   3   Tahun   2018   tentang
Pengelolaan  Barang Milik Daerah  (Lembaran  Daerah
Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 134);

20.Peraturan   Daerah   Nomor   7   Tahun   2021   tentang
Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah   Daerah
Kabupaten     Rejang     Lebong     Tahun     2021-2026
(Lembaran  Daerah  Kabupaten  Rejang Lebong Tahun
2021  Nomor  161);

21.Peraturan   Daerah   Nomor   9   Tahun   2021   tentang
Pokok-Pokok       Pengelolaan       Keuangan       Daerah
(Lembaran  Daerah  Kabupaten  Rejang Lebong Tahun
2021  Nomor  163).



MEMUTUSEN :

Menetapkan           :    PERATURAN    BUPATI    TENTANG    PERUBAHAN    ATAS
PERATURAN   BUPATI    RFUANG    LEBONG   NOMOR    16
TAHUN    2019    TENTANG    PEDOMAN    PELAKSANAAN
KEGIATAN  PEMBANGUNAN  SARANA  DAN  PRASARANA
RELURAHAN   DAN   PEMBERDAYAAN   MASYARARAT  DI
KELURAHAN DAIAM KABUPATEN RFUANG LEBONG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalarn Peraturan Bupati Re].ang I,ebong Nomor 16 Tahun
2019  tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Kegiatan  Pembangunan  Sarana  dan
Prasarana  Kelurahan  dan  Pemberdayaan  Masyarakat  di  Kelurahan  dalam
Kabupaten  Rejang I,ebong (Berita Daerah  Kabupaten  Rejang Lebong Tahun
2019 Nomor 533), diubah sebagai berikut:

1.   Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan  1  (satu) Pasal baru yakni Pasal
8A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8A

(1)  Sebagai  bentuk  dukungan  Pemerintah  Daerah  kepada  Pemerintah
Kelurahan    dalam    rangka    pelaksanaan    Misi    ke-VIII     RPJMD
Kabupaten  Rejang  Lebong,  perlu  diprioritaskan  kegiatan  di  bidang
pemberdayaan   masyarakat   Kelurahan   terutama   dalam   rangka
perluasan   dan  ketersediaan  lapangan  kelja  guna  mengentaskan
kemiskinan melalui program-program solutif di Kelurahan.

(2)  Kegiatan     di     bidang     pemberdayaan     masyarakat     Kelurahan
sebagaimana    dimaksud    pada    ayat    (1),    diprioritaskan    pada
pengelolaan    kegiatan    pengembangan    usaha   mikro,    kecil,    dan
menengah  sebagainana  dimaksud  dalam  Pasal  7  ayat  (2)  huruf c,
yang meliputi:
a.   penyelenggaraan pelatihan usaha; dan/atau
b.   kegiatan   pengelolaan  pengembangan   usaha  mikro,   kecil,   dan

menengali lainnya.
(3)  Anggaran  kegiatan  di  bidang pemberdayaan  masyarakat  Kelurahan

sebagalmana    dimaksud    pada    ayat    (2)    dialokasikan    sebesar
Rp.loo.000.000,-(seratus juta rupiah) setiap Kelurahan.

2.   Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

(1)  Pelaksanaan  anggaran  untuk  kegiatan  pembangunan  sarana  dan
prasarana  Kelurahan  dan  pemberdayaan  masyarakat  di  Kelurahan
melibatkan        kelompok        masyarakat        dan / atau        organisasi
kemasyarakatan.

(2)  Kegiatan  pemberdayaan  masyarakat  di  Kelurahan  yang  melibatkan
kelompok     masyarakat     dan/atau     organisasi     kemasyarakatan
sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),   diutamahan  pelaku  mikro,
kecil, dan menengah lainnya, serta  kepemudaan.
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3.   Di  antara  Pasal  20  dan  Pasal  21  disisipkan  1  (satu)  Pasal  baru  yakni
Pasal 20A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20A

Camat dalam melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan di bidang
pemberdayaan  masyarakat  Kelurahan  sebagaimana  dimaksud  dalam
Pasal  8A,   dapat  berkoordinasi  kepada  Perangkat  Daerah/Unit  Kelja
teknis terkait di lingkungan Pemerintah Daerah, dalam rangka :
a.   pertimbangan   teknis   kegiatan   bidang   pemberdayaan   masyarahat

Kelurahan;
b.   kesesuaian antara dokumen perencanaan pembangunan  Daerah dan

dokumen     perencanaan     pembangunan     Kelurahan     di     bidang
pemberdayaan  masyarakat  Kelurahan  yang  sesuai  dengan  prioritas,
anggaran dan potensi Kelurahan; dan

c.   saran  dan  pertimbangan  lainnya  berkenaan  dengan  pembinaan  dan
pengawasan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat Kelurahan.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  Kabupaten  Rejang
Lebong.
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SEKRETARIS DAERAII

'I[ABupATEN EngANG LEBONG,

1'--  YUsky FAUZI

BERITA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2022 NOMOR 660
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